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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama, 

Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung mengenai objek yang 

dipersengketakan adalah harta bersama karena berdasarkan Pasal 35 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh 

selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas 

suami atau istri, selain itu seluruh hasil harta pribadi dan harta bawaan masing-

masing suami istri juga merupakan harta bersama karena harta pribadi atau harta 

bawaan adalah merupakan pendukung dari terbentuknya harta bersama. Atas 

batasan dan ruang lingkup tersebut maka seluruh objek sengketa merupakan harta 

bersama meskipun, objek sengketa tersebut didapat dari hasil usaha yang dijalankan 

oleh Tergugat sendiri yang berasal dari modal yang diberikan Penggugat. 

Mengenai pembagian harta bersama Mahkamah Agung memperbaiki 

besaran bagian Penggugat dan Tergugat dari objek sengketa. Bahwa objek sengketa 

adalah harta bersama yang berasal dari usaha yang dikembangkan Pemohon kasasi 

dengan modal awal dari Termohon kasasi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah). 
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Sedangkan keberadaan objek sengketa sebagai harta bersama adalah wujud 

dari kerja keras dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Pemohon kasasi 

sendiri, maka pembagian harta bersama dimaksud didasarkan pada seberapa besar 

kontribusi yang telah diberikan atas terwujudnya harta bersama tersebut. 

 Menurut penulis Mahkamah telah berusaha memberikan keadilan dalam hal 

pembagian harta bersama, dimana istri mendapatkan lebih banyak harta bersama 

dibandingkan suami, dikarenakan dalam perolehannya hanya istri yang andil dalam 

berdagang untuk menghasilkan harta bersama. Namun kelalaian suami berupa 

nafkah madiyah tidak diperhitungkan yang secara hukum nafkah adalah suatu yang 

wajib ditunaikan oleh seorang suami kepada istri. 

Berdasarkan Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi 

Agama menilai bahwa tuntutan nafkah madiyah didalam permasalahan ini tidak 

sesuai, majelis hakim tingkat banding  berpendapat bahwa suami telah 

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami. Tergugat 

rekonpensi telah memberikan kepada Penggugat rekonpensi/ Terbanding berupa 

modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah dibelikan 

toko beserta isinya untuk usaha dagang. Kemudian telah berhasil dikelola dengan 

baik dan hasil usaha tersebut telah dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan 

dan kebutuhan nafkah sehari-hari, telah dapat melaksanakan ibadah haji dan 

keperluan lainnya bahkan dapat membeli rumah sebagai tempat tinggal sekaligus 

sebagai harta bersama, dengan demikian telah terbukti dari hasil usaha dagang 

tersebut kebutuhan nafkah sehari-hari untuk Penggugat rekonpensi/Terbanding 

telah terpenuhi sehingga kewajiban nafkah dari Tergugat rekonpensi sebagai suami 
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bukan merupakan hutang yang harus dilunasi karena kewajiban tersebut telah gugur 

ketika Penggugat rekonpensi telah mengambil dari hasil kelola pemberian modal 

usaha tersebut. 

Penulis menilai berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan 

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan 

kemampuannya, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama menilai bahwa 

Penggugat selama berumah tangga sebagai seorang suami mempunyai kewajiban 

untuk memberikan nafkah kepada Tergugat sebagai istrinya. Sesuai pertimbangan 

Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan dalam amarnya menghukum kepada 

Penggugat untuk menyerahkan nafkah madiyah.  

Mengenai kasus ini telah terjadi pergeseran hak dan kewajiban, sesuai 

kedudukan dan kewajiban suami istri,  Pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam 

menyebutkan sesuai dengan penghasilanya suami menanggung nafkah, kiswah dan 

tempat kediaman bagi istrinya. Menafkahi istri adalah kewajiban suami yang 

melekat pada nya bahkan hal itu merupakan hak terbesar bagi istri dan kewajiban 

bagi suami. Oleh karena itu, suami tidak boleh menolak memberikan nafkah atau 

menundanya. Hemat penulis bahwa harta yang dipersengketakan adalah harta 

bersama yang harus dikurangi terlebih dahulu nafkah madiyah dan  di bagi 

berdasarkan siapa yang berkontribusi paling besar dalam kebersamaan harta 

kekayaan suami istri.    
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B. Saran-saran  

1. Bagi calon suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangssungkan 

hendaknya membuat perjanjian tertulis  yang disahkan Pegawai Pencatat 

Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.  

2. Bagi hakim dalam putusan tentang pembagian harta bersama hendaknya 

dapat lebih mempertimbangkan putusannya baik dari segela sisi maupun 

dari segi keadilan bahkan dari segi manfaatnya, ataupun akibat yang 

ditimbulkan dari putusan tersebut. 
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